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Hutan v..1._i orang awam sering rl.ihayangkan scbagai s u 

tempat yang meJ>dkutkan, angker, dihuni l"leh mahluk-maI'.Juk yang 
mengerikan dan rm::. 11pakan !.arang penyamua, dan menurut Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1999 Pasal I ayat (2) : "Hutan merupak�.1 
suaru ekosistem berupa hamparan !ahan bf>risi Sumberdaya alar,· 
hayati yang cioominasi JY'pohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya, yang satu dengan }ang lainnya tidak dapat 
di pisal1kan ". 

KegiatE>.n oenebangan polion secara liar atau :1ang dikenal lebih 
umum penebar·.gAJ. liar (illegal logging) tclah herakibat kepada 
kerusakan Sumberdaya Hutan yang sangat m.·mprihatinkan. Kondisi 
ini telah berla.ng<>ung secara terus Tl"lnerus ya:lg mengakibatka.'1 

kerusakan hutan Indonesia relatif tilli:;gi }�1g paua sepuluh tahun 
terakhir menu'ljukkan bahwa telah terjadi degradas1 sumberday:i 
hutan deng£..n )13.ju deforestasi Fperkirakan sebesar 1,6 JUta ha per 
tahun, bahka11 1ga tahun terakhir ini telah mencapai 2, 1 juta ha per 
tahun. 

Berbagai l1Paya pembe1ai1tasan illeg'l1 logging telah dilakukan 
dan terus ditbg� 1tkan bdk itu melalu1 upaya prcventif maupun 
repressive dungE-.n melib atkan berbagai pihak. Namun hasil atas upaya 
yang dilaksam�kan !.>elum seperti y?.ng diharapkan karena 
permasalahar, yang sangat mendasar 'n1kan pada masalah sektor 
kehutanan saja m-:lainkan merupakan masalah yang meliba..kan 
seluruh sektor. 

Penebangan pohcm secara liar atau tanpa ijin adalah merupakan 
kejahatan di b'.dang kP.hutanan. Hal ini diatur Pada Pasal 50 ayat (3) 
huruf e Una .ng-L.ndang Nomor 41 Tahun 1939 yang berbunyi : ·• 

Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau 
memungut hE-.sil hutan di daiam hutan tanpa rnemiliki hak atau izin 
dari pejabat y'lllg berwenang. • dan Pa� 50 a)at (3) huruf f Undang­
Undang Namer 41 Tahun 1999 yang herl;,•m}; : ·Setiap orarig dilarang 
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menerima, mt!mbeli atau menJual, menenma tukar, menerima titipan, 
menyunpan, at'1u memiliki hasil hutan yai1g diketahui atau patut di 
duga berasal d�ri kawasan hutan yang diambil ata•J dipungut secara 
tidak sahn. 

Kemudian pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 ditentukan dua jenis perbuatan pidana y&ng dilanggar 
sebagai akibat tindakan penebangan pohon secara liar serta memiliki 
hasil h u ta.,, SP.Cara illegal. 

DengGlII melihat kompleksnya permasalahan hutan dan 
kehutaPan, sehingga perlinduugan dan pcngamanan hutan sulit 
ditertihkan, dan dalam kr.1ta11nya dcngan pencegahan terhadap 
penehangan pohon secara liar, maka me�urut hemat penulis upaya 
yang harus dilakukan seomng polisi kehutc.nan • 4 M • adalah dengan : 
(!) 'Aeningkatkan pengawasar tt:rhadap penebanga.P pohon secara liar 
dengan meningkatkan intensitas patroli ke lapangan ; (2) Melakukan 
pen� uluhan kepada masyarakat tentang arti dan fungsi hutan sert& 
ak:bat yang ditimbulkan dari ke;Patan penebangan pohon secara liar, 
seh·ngga terjalin komunikasi antara aparat atau polisi kehutanan 
deqgan masyarakat, dan diha:-apkan masyarakat akan memberikan 
resj)onsibilitynya kepa::la aparat apabila melihat kegiatan penebangan 
pnhon secara liar di daerahnya ; (3) Menertibkan peredaran basil hutan 
mclalui pengamanar terpadt. atau koordinasi antar polisi kehutanan 
yang dimulai dari hutan, tingkat kabupai:en hingga propinsi.baik itu 
melalui pos-pos peredPran hasil hutan yang mulai tingkat Dinas 
kchutanan Kabupaten, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas 
Kehutanan propinsi. ; dan, (4) Meningkatkan profes1onahsme polisi 
kehutanan baik dari segi profes1, taraf hidup melalui tunjangan 
kh1.1sus, mental, moral .. 1aupu"l perlengkapan-pe.-Jengkapan yang 
menunjang untuk dapat meningkatkan kinerja dari setiap poltsi 
kehutanan .. 

Menurut hemat penulis, pc;!nerapkan atau memutuskan perkara, 
terhadap perbuatan pidana l�ehutanan dengan menerapkan KUH 
Pidana sanga.t bertentangan. hal ini meuurut hemat penults bahwa 
tindakan pidM.a menyangkut kehutanan, maka seyogianya Pasal yang 
didakwakan .naupun vang diputuskan adalah Undang-Undang 
Khusus, yalcru Unc!ang-Undang 41 Tahun 1999. karena L111dang­
Undang 41 Tc"11un 1999 dapat ml!ngeS<Jllpin5kan KUH Pidana, 
meskipun ada lllt. -igatumya. Dan bila dilihat hal ini juga dalarr. KUH 
Pidana secara ur.•Jrn tidak secara tegas dinvatakan, dengan dt:mikian 
azas hukum " L �x specialis degrote 'ex €,eneralis� pelaksanaannya 
benar adanya. 

Diharapkai. keyada para ahli baik cirui kalangan Sal)ana Huknm 
maupun non Sariana Hukum untuk mengadakan suatu kerangka 
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penelitian } ang 'llcndalam terhadap proses penindakan terhadap 
peJaku kejahatan tindak pidana di bidang hutan dan kehutanan, agar 
dalam pene:apannya sesuai c!engan Undang-Undang. Karena tindak 
pidana hutan dan kehutanan merupakan p'.dana khusus. Oleh 
karenanya Undang-Undang yang harus di!)ergunakan adalah Undang­
Undang Nomr.1r 41 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 ini masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat kita, melihat 
sanksi pidana yang sangat berat dan denda yang sangat tinggi, 
sehingga masyarakat luas dapat memahami, sehingga diharapkan 
angka degradasi hutan dapat ditekan. 

Seb!&rnya untuk mencegah maraknya penebangan pohon secara 
liar atau illegal logging, sebaiknya i:er.ierintah segera melakukan 
restrukturisasi terhadap jumlah indui.tri yang ada untuk dapat dibina 
dan di[·rahkan kepada industri yang menggur:ak&n bahan baku kayu 
disesuaikan dengan potensi pa::;okan hutan lestari. Lebih lanjut perlu 
pera 1gkat-perangkat ht.kum berupa peraturan perundang-undangan 
sebagai pelaksanaan dar'. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
sei;e;:a dibuat, sehingga materi hukum d<...i Undang-Undang ini tidak 
meniadi kendala dalam penerap.-.nnya dilapangan. 
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